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Abstrak
 

Tulisan ini menganalisa perlunya perluasan kompetensi absolut Mahkamah Agung dalam melakukan

judicial review (hak uji materiil) terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Politik

sebagai objek pengujiannya (objectum litis). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian

doktrinal. Partai politik sebagai lembaga yang disebut eksistensi, kewenangan, serta pembubaranya secara

konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Partai Politik sebagai peraturan yang ditetapkan oleh suatu Partai Politik atas dasar perintah dari

norma hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Partai Politik, sehingga materi muatan dan tata cara

pembentukanya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum diatasnya. Oleh karena itu, apabila adanya

ketidakharmonisan antara Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dengan

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus diuji dari segi validitasnya sebagai norma hukum

oleh mahkamah agung sebagai lembaga judicial control. Permohonan pengujian Perubahan Anggaran Dasar

dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 melalui perkara Nomor 39 P/HUM/2021

tidak diputus oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan yang komperehensif, seharusnya pengujian

tersebut dapat dilakukan secara progresif dengan melakukan terobosan hukum (rule breaking) demi

melindungi hak konstitusional warga negara yang diabaikan dan dicederai oleh pemberlakuan suatu

Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Politik.

......This article analyzes the need to expand the absolute competence of the Supreme Court in conducting

judicial reviews (right to judicial review) of the Articles of Association and/or Bylaws of Political Parties as

the object of review (objectum litis). This article was prepared using doctrinal research methods. Political

parties as institutions are known for their existence, authority and constitutional dissolution through the 1945

Constitution, making the Articles of Association and Bylaws of Political Parties as regulations established

by a Political Party on the basis of orders from higher legal norms, namely the Law. Political Parties, so that

the content and procedures for their formation must not conflict with the legal norms above. Therefore, if

there is disharmony between the Articles of Association and/or Bylaws of a Political Party and higher

statutory regulations, it must be tested in terms of its validity as a legal norm by the supreme court as a

judicial control institution. The request for review of changes to the 2020 Democratic Party's Articles of

Association and/or Bylaws through case Number 39 P/HUM/2021 was not decided by the Supreme Court

with comprehensive considerations, the review should have been carried out progressively by carrying out

legal breakthroughs (rule breaking) for the sake of protect the constitutional rights of citizens which are

ignored and injured by the enactment of a Political Party's Articles of Association and/or Bylaws.
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